Laporan Keuangan BTKLPP Kelas I Batam Semester I Tahun 2022

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;
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10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
278/PMK.05/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara dalam
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Profil dan A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BTKLPP Kelas I Batam
Kebijakan Teknis

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Batam didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit yang
mempunyai wilayah kerja regional meliputi Provinsi Riau, Provinsi
Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi. Pendirian UPT ini merujuk kepada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/MENKES/PER/IX/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik
Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. BTKLPP Kelas I Batam
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yang berkedudukan di Kelurahan Sei. Binti - Kecamatan Sagulung Kota

Batam Provinsi Kepulauan Riau.

BTKLPP Kelas I Batam bertugas melaksanakan surveilans epidemiologi,
kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu dan
kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi
tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB) di bidang pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan serta
kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugasnya BTKLPP Kelas I Batam
menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan Surveilans Epidemiologi,
Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), Laboratorium Rujukan,
Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna, Uji Kendali Mutu dan
Kalibrasi serta pelaksanaan Penilaian dan Respon Cepat, Kewaspadaan Dini

dan Penanggulangan KLB/Wabah dan Bencana.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud Kantor BTKLPP Kelas I Batam
berkomitmen sebagai “Sentra Pengendalian Penyakit dan Faktor Risiko
Berbasis Uji, Kaji dan Solusi.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan
langkah-langkah strategis berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan surveilans epidemiologi melalui
pengembangan jejaring kerja kemitraan dan diseminasi informasi hasil
penilaian faktor risiko lingkungan dan perilaku terhadap penyakit.

2. Meningkatkan pelaksanaan ADKL melalui identifikasi sumber
pencemaran lingkungan dan pengambilan sampel lingkungan.

3. Meningkatkan  pelaksanaan laboratorium  rujukan  melalui
penyelenggara laboratorium lingkungan dan laboratorium penyakit
yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan model teknologi tepat guna
melalui pengkajian teknologi spesifikasi lokal.

5. Meningkatkan pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi dalam upaya
menjamin konsistensi mutu pengujian laboratorium

6. Meningkatkan pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan
dini dan penanggulangan KLB/wabah bencana.

7. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM.
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8. Meningkatkan pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi
pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan
matra.

9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat

yang cepat, tepat dan akurat.

Langkah-langkah strategis tersebut tidak serta merta dapat diterapkan
dengan optimal di Tahun Anggaran 2021, mengingat dampak dari pandemi
Covid-19 di Tahun 2021 hingga laporan ini ditulis sangat terasa di seluruh
aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang perekonomian dan keuangan
khususnya dalam pengelolaan APBN juga tidak dapat dihindari oleh
Pemerintah. Beberapa strategi maupun Kkebijakan telah diputuskan
Pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi, misalnya dalam
bentuk peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian

bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha.

Untuk memaksimalkan pelayanan Pemerintah dalam mengatasi dampak
pandemi Covid-19, Kementerian dan Lembaga menindaklanjutinya dengan
memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi
Covid-19. Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini pada
gilirannya akan berdampak terhadap penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Pengungkapan dan penyajian Laporan Keuangan Semester |
Tahun Anggaran 2022 ini selain menjelaskan dimensi akuntansi
sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan, juga dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan anggaran

yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Pendekatan A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan .. ) i

Laporan Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang berakhir 30 Juni 2022
Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang

dikelola oleh BTKLPP Kelas I Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan
melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
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Basis Akuntansi

Dasar

Pengukuran

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

BTKLPP Kelas [ Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang
mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan pada Satuan Kerja BTKLPP Kelas I Batam dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Demikian pula halnya dengan kewajiban juga
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran

pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
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Kebijakan

Akuntansi

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang
merupakan entitas pelaporan dari BTKLPP Kelas I Batam. Di samping itu,
dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Berikut diuraikan
beberapa kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan BTKLPP Kelas I Batam.

1. Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

c. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO
a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
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daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada

BTKLPP Kelas [ Batam sebagai berikut:

1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan;

2) Pendapatan Jasa Uji Laboratorium diakui secara proporsional
setelah Sertifikat Hasil Uji Keluar;

3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

c. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja 3. Belanja

a. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum
Negara.

c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

d. Belanja disajikan menurut Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya Kklasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban 4. Beban
a. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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Aset 5.

Aset Lancar
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c. Beban disajikan menurut Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

5.1. Aset Lancar

a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan dan diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik
pada tanggal neraca, dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;

- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.
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Aset Tetap 5.2. Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.

c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum Kkapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya
kecuali pengeluaran untuk tanabh, jalan/irigasi/jaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

Piutang Jangka 5.3. Piutang Jangka Panjang

s a. Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang
adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun.

b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai
pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.
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Aset Lainnya

c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang
karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian Negara/daerah.

d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan
bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

5.4. Aset Lainnya

a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.

c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban 6. [(ewajiban
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d.

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang
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Ekuitas 7.

Penyisihan 8
Piutang Tak
Tertagih
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masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian
lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.
2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu
periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang

pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tabel 1

menampilkan kriteria kualitas piutang.
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Tabel 1
Klasifikasi Kualitas Piutang
Kualitas Uraian Penyisihan
Piutang
Lancar Belum dilakuk.an pelunasan sampai 0,5%
dengan tanggal jatuh tempo
Kuran Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
& Tagihan Pertama tidak dilakukan 10%
Lancar
pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Diragukan | Tagihan = Kedua tidak  dilakukan 50%
pelunasan
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal 100%
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014

Penyusutan Aset 9. Penyusutan Aset Tetap

Tetap
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a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Laporan Keuangan BTKLPP Kelas I Batam Semester I Tahun 2022

d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat
disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama
masa manfaat.

e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel 2 berikut
menampilkan klasifikasi masa manfaat aset tetap.

Tabel 2
Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 55s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013

[mplementasi 10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Akuntansi

Pemerintah Mulai Tahun 2018 Pemerintah telah mengimplementasikan Akuntansi

Berbasis Akrual Berbasis Akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor
pertamatel 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal
dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana
pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual
direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis
akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan
dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali

mulai dilaksanakan Tahun 2018.

CalK - Penjelasan Umum



